
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOREJO
NOMOR: 016 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASANI PAIL{LEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESAWONOREJO KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA WONOREJO KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN

a bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap

keadilan di Indonesi4 khususnya bagi masyarakat di wilayah
Kelurahan/Desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum
(Posbankum) di KeluratranlDesa;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan

bantuan hukum dan informasi hukum yang mudatr dijangkau, maka perlu

adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

Menimbang

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimma dimaksud huruf a dan

huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Wonorejo
tentang Pembentukan dnn Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan

Hukum Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten

Pekalongan.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daeralt

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negma Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telatr diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembsntukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang

Psmbentukan Daeratr-dasreh Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lernbamn

Negara Republik Indonesia Nomor 2757);rJndang-Undang Nomor 2 Ta}lnn 2002

tentang Kepolisian Negara Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tarnbatran Lembaran Negma Republik lndonesia

Nomor 4168);

Undmg-Undmg Nomor 6 Tahun 2014 tentmg Desa (l-embuam Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang 3 Tahun 2024 tentang Pefubatlan Kedua Atas Undang Undang 6 Tatun 2014

tentang Desa (Le,tnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun2023
tentang. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Keda Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tefiang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahtn2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10
Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
PR.08.10 Tahun 2007 tentartg Pola Penyuluhan Hukum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

7. surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-
HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan pembinaan
Desa./Kelurahan Sadar Hukum @SH/KSH);

8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata cara
Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2018 Nomor 58);

9. Peraturan Desa Wonorejo

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELMA

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOREJO
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
BANTUAN HUKTIM DESA WONOREJO
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN.

KECAMATAN
TENTANG

PADA POS
KECAMATAN

Menetapkan Pembentukao dan Penugasan paralegal pada posbankum Desa
wonorejo Kecamatan wonopringgo Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Keanggoaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa wonorejo dengan
tujuan Ketenteramarq Ketertiban Umurn, dan perlindungan Masyarakat
sebagaimana bagian dari bidang pos pelayanan Terpadu Desa/kelurahan;

2. Melaporkan hasil kegidan pos Bantuam Hukwr kwada Kepala Desa
melalui TP PKK Desa rilonorejo dm

3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas
perintatr peraturan perundang-undangan, aratran kepala Des4 dan/atau
kebutuhan hukum masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya paralegal pada pos Bantuan Hukum
bertanggung jawab kepada Kepala Desa Wonorejo.

Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kepala Desa wonorejo.

Masa kerja Paralegal pada pos Bantuan Hukum paling lama 3 ( Tiga ) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk
periode berikutnya.



KEENAM

KETUruH

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala

De-sa ini iiUiU-t* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pekalongan'

Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal

Atetaptan upubilu dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinYa

Ditetapkan di : Desa Wonorejo
Pada : 15 September2025

ENP

1.

2.
J.

disampaikan kepada Yth. :

Pekalongan,
Wonopringgo,

yang bersangkutan.



Lampiran Keputusan Lurat/I(epala Desa Wonorejo
Nomor : 016 Tahur2025
Tanggal . 15 September2025

PENUGASANI PAIU\LEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA WONOREIO

NO NAMA PARALEGAL NOMOR HANDPHONE PEKERJAAN
1 MUFID 08159950512 WIRASWASTA
2. CISWANDI 089s385968899 WIRASWASTA


